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Pendahuluan
Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia membawa kemudahan pembiayaan dan peluang

investasi, namun juga menimbulkan risiko kerugian bagi investor, seperti dalam kasus Investree. Kerugian

tersebut tidak selalu semata-mata akibat wanprestasi debitur, melainkan dapat berkaitan dengan

kelalaian atau kesalahan penyelenggara platform. Dalam hubungan hukum tripartit antara investor,

penyelenggara, dan peminjam, direksi sebagai organ perseroan memiliki tanggung jawab menjalankan

perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai UU Perseroan Terbatas dan regulasi OJK.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Rumusan Masalah

Hubungan hukum antara platform P2P lending, Perusahaan penerima pendanaan, dan investor

Pertanyaan Penelitian

Apakah direksi p2p lending dapat dimintai pertanggung jawaban perdata Ketika Perusahaan 

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap investor?
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Penelitian Terdahulu
Hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan P2P lending, khususnya hubungan antara
investor (pemberi dana), penyelenggara platform, dan penerima pendanaan (debitur).
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Novelty (kebaruan)
Tanggung jawab pribadi direksi, bukan hanya tanggung jawab korporasi penyelenggara P2P 
lending.
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Metode Penelitian
Jenis Penelitian : Yuridis normatif

Pendekatan : perundang-undangan (statue approach)

Bahan Hukum Primer

• Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

• Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 
Berbabis Teknologi Informasi

Bahan Hukum Sekunder

Artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci; “P2P 
Lending dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.

Penafsiran Hukum : Penafsiran Sistematis
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Hasil
A. Status hubungan hukum para pihak penyelenggaraan P2P lending

Penyelenggaraan P2P lending membentuk hubungan hukum tiga pihak antara investor sebagai
pemberi dana, peminjam sebagai penerima dana, dan platform sebagai penyedia sistem elektronik.
Investor dan peminjam pada dasarnya memiliki hubungan piutang-utang, namun difasilitasi dan diatur
melalui perjanjian elektronik oleh platform. Platform tidak berkedudukan sebagai pemberi pinjaman,
tetapi memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan
manajemen risiko sesuai regulasi. Karena posisinya yang strategis, kelalaian atau pelanggaran
platform dapat menimbulkan kerugian investor dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban
perdata, termasuk terhadap direksi sebagai organ perseroan apabila terbukti terdapat kegagalan
pengelolaan dan pengawasan.

Investor/Pemberi Dana/lender/kreditur Peer To Peer Perusahaan/borrower/peminjam/debitur

Perjanjanjian pemberi jasa Pendanaan

Platform/penyelenggara/perantara
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Hasil Penelitian
B. Perbuatan melawan hukum dalam konteks p2p lending dan keruagian investor

Dalam konteks P2P lending, kerugian investor tidak selalu disebabkan oleh wanprestasi peminjam,
tetapi dapat timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penyelenggara
platform. PMH dapat berupa kelalaian dalam seleksi dan verifikasi debitur, penyampaian informasi
yang tidak transparan, penyalahgunaan dana, lemahnya sistem keamanan, serta kegagalan
pengawasan dan perlindungan investor. Unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 BW perbuatan melawan
hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dapat terpenuhi apabila tindakan atau
kelalaian tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi investor. Karena
penyelenggara berada dalam posisi strategis mengendalikan sistem dan proses pendanaan, maka
mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, termasuk direksi apabila terbukti terdapat
kelalaian dalam pengurusan dan pengawasan perusahaan.
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Hasil Penelitian
C. Pertanggung Jawaban Perdata Direksi P2P Lending atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap
Investor

Pertanggungjawaban perdata direksi P2P lending atas perbuatan melawan hukum terhadap investor
tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada terpenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu
adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Direksi sebagai
organ perseroan memiliki kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, kehati-
hatian, dan tanggung jawab sesuai UU Perseroan Terbatas serta regulasi OJK. Apabila kerugian investor
timbul akibat kelalaian direksi dalam pengelolaan, pengawasan, manajemen risiko, atau kepatuhan
hukum, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, bahkan dimungkinkan penerapan
doktrin piercing the corporate veil dalam kondisi tertentu.



10

Manfaat Penelitian
- Untuk memperkaya kajian hukum mengenai pertanggung jawaban perdata direksi p2p 

lending

- Memberikan kontribusi bagi penyelenggara dan regulator

- Memperkuat perlindungan hukum bagi investor dalam industry fintech 
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Simpulan
P2P lending membentuk hubungan hukum tiga pihak yang menempatkan penyelenggara
pada posisi sentral dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendanaan. Apabila
kerugian investor terjadi akibat pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian yang
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka penyelenggara dan direksi dapat
dimintai pertanggungjawaban perdata sepanjang terbukti adanya kesalahan dan
hubungan sebab akibat dengan kerugian tersebut.
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